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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perbandingan berdasarkan analisis 

aturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi berbagai Negara-negara di 

ASEAN, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya perbedaan dari berbagai Negara-negara di ASEAN dalam 

mengkriminalisasi ketentuan pasal terkait bentuk perbuatan tindak pidana 

korupsi yang ada dalam The United Nation Convention Against Corruption 

(UNCAC). Secara keseluruhan ketentuan UNCAC yang tidak dikriminalisasi 

oleh banyak Negara yaitu terkait dengan Pasal 18 UNCAC yaitu Perdagangan 

Pengaruh. Di Indonesia ada beberapa kasus terkait perdagangan pengaruh 

yang di tangani, namun oleh pengadilan dijerat dengan pasal suap biasa yaitu  

Pasal 12 huruf a UU 20/2001 jo. Pasal 55 KUHP, padahal jika dilihat dari 

unsur pasalnya tidak lah tepat jika dijerat melalui pasal tersebut. 

2. Dari berbagai jenis sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi 

berbagai Negara tidak ditemukan lagi mengenai pidana mati. Namun Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia masih 

mencantumkan pidana mati dan akan terus berlaku sebelum berlakunya 

KUHP 2023. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian, saran yang diajukan berkaitan dengan 

pengaturan tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut: 

1. Legislatif diharapkan melakukan kriminalisasi tentang ‘perbuatan 

perdagangan pengaruh’ dan ‘tindak pidana korupsi yang dilakukan  oleh 

pejabat asing’. 

2. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara proaktif melakukan 

pengkajian terhadap substansi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi untuk menyelaraskan dengan UNCAC. 
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